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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/287 /2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN

Menimbang

Mengingat

KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan ditetapkarnnya Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, lampiran Nomor
231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti-
Korupsi Kepada Mahasiswa Kesehatan;

bahwa dalam rangka memberi pembekalan kepada
mahasiswa mengenai budaya antikorupsi, meliputi
pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan
pemberantasannya  serta dapat ~memahami dan
menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan
sehari-hari, telah disusun Buku Ajar Pendidikan dan
Budaya Antikorupsi (PBAK) bagi mahasiswa dilingkungan
pendidikan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan
Pendidikan dan  Budaya Antikorupsi di Lingkungan
Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 36 Tahum 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2012 Nomor 158);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara 3637);



Menetapkan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

S

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara 5157);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2104;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun ' 2014, lampiran Nomor 231 tentang
Pelaksanaan Pendidikan ‘dan Budaya Anti-Korupsi Kepada
Mahasiswa Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
(PBAK) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN  TENAGA
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
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KESATU : Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di

Lingkungan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian
Kesehatan dilaksanakan dengan memasukkan Mata Kuliah
Budaya Antikorupsi ke dalam kurikulum institusi semua
program studi dan bersifat wajib.

KEDUA : Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) untuk mata kuliah

tersebut sebesar 2 SKS, dengan rincian satu (1) sks teori
dan satu (1) sks praktik lapangan.

KETIGA : Pemberlakuan keputusan ini dilaksanakan untuk seluruh

Pendidikan Tenaga Kesehatan paling lambat Tahun
Akademik 2014/2015.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
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Maielis Tenaca Kesehatan Indonesia.
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SAMBUTAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dewasa ini Indonesia adalah salah satu negara demokratis
yang terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang luar biasa. Demi terwujudnya Bangsa

Indonesia yang sechat, sejahtera, produktif, dan berdaya-saing,
maka kekayaan alam dan kekayaan negara harus dijaga serta dikelola dengan

sebaik-baiknya, sedangkan korupsi harus dicegah dan diberantas.

Korupsi adalah musuh seluruh Bangsa Indonesia, oleh karena itu upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintahan, termasuk
di lingkungan Kementetian Kesehatan, perlu dilaksanakan secara intensif
dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan adalah menanamkan budaya
antikorupsi dan meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi. Di
lingkungan Kementerian Kesehatan, upaya ini dilakukan melalui pendidikan
antikorupsi bagi mahasiswa calon tenaga kesehatan, sebagai bagian integral
dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Langkah ini sangat penting
dan amat strategis, karena para mahasiswa calon tenaga kesehatan, kelak akan
berada di garda terdepan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat suatu negara adalah indikator
kemajuan negara tersebut, termasuk indikator kemajuan pembangunan
sumber daya manusianya. Sementara itu, perilaku dan tindakan korupsi
berpotensi mengancam mutu pelayanan kesehatan yang berdampak pada
menurunnya mutu sumber daya manusia.



MENTERI KESEHATAN
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Saya menyambut baik terbitnya Buku Ajar Pendidikan dan Budaya
Antikorupsi disingkat PBAK untuk digunakan di lingkungan Politeknik
Kesehatan yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penerbitan
buku ini menandai dimasukkannya kurikulum Pendidikan dan Budaya
Antikorupsi di Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Implementasi kurikulum Pendidikan dan Budaya Antikorupsi ini sangat
penting serta merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ajar
ini benar-benar bermanfaat bagi generasi muda Indonesia dalam memahami
cara mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air kita, demi kejayaan

Bangsa dan Negara.

Jakarta, 30 April 2014
MENTERNKESEHATAN RI

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH



SAMBUTAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

Rahmat dan Karunia-Nyabuku ajar “Pendidikan dan Budaya Antikorupsi”
(PBAK) telah terbit. Buku ajar PBAK disusun dalam rangka penerapan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2013 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Inpres RI Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2014, melalui lampiran nomor 231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan

Budaya Anti-Korupsi Kepada Mahasiswa Keschatan.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luarbiasa (extraordinary
crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk
memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian
besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Oleh karena itu, tidaklah
berlebihan jika mahasiswa di lingkungan Kementerian Kesehatan RI sebagai
salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa
depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak
padaupayapenindakanyang merupakankewenanganinstitusipenegakhukum.
Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan
korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan di
masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan
pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa
dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan
sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan
pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta
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menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah
menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong
mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Buku ajar PBAK ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seluruh program studi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan PPSDM Kesehatan
dalam khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keschatan yang
telah memfasilitasi penyusunan buku ajar PBAK. Ucapan terimakasih
kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah
mendampingi selama proses penyusunan buku ajar ini. Apresiasi dan ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun buku PBAK ini.
Masukan dari semua pihak guna penyempurnaan Buku Ajar ini baik untuk
masa sekarang maupun yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga bermanfaat, salam sehat dan “SEHAT TANPA KORUPST”.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa

viii



SAMBUTAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam
yang luar biasa dan semua itu diperuntukkan bagi kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi tujuan dan
cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi, Air, Udara,
dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan rakyat”.

Salah satu bentuk perwujudan cita-citaluhur tersebut adalah terbentuknya
tatanan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai, makmur dan sejahtera
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral/harga diri.

Namun, sekaya apa pun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara,
jika masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung
jawab maka kesejahteraan bersama akan sulit diwujudkan. Fakta menunjukkan
bahwa Lebih 65 tahun kita merdeka, bangsa kita masih dililit sejumlah
persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Cita-cita bangsa untuk hidup
sejahtera masih butuh perjuangan keras. Di samping akibat ketertinggalan
dalam berbagai hal, kondisi kondisi tersebut diperparah oleh perilaku tindak
korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa sendirian. Peran
serta masyarakat sangatlah penting dan strategis, termasuk di antaranya
adalah dunia pendidikan. Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan, yaitu
“pencegahan’, maka dunia pendidikan harus mampu membekali setiap peserta
didik agar memiliki jati diri yang kuat sehingga mampu menjadi pejuang
dan pelaku antikorupsi di masa datang. Tantangan terberat yang dihadapi
oleh dunia pendidikan saat ini adalah mendidik dan mengasuh (bospizality)
peserta didik agar memiliki kompetensi dan berkepribadian atau berakhlak



mulia di tengah-tengah perilaku masyarakat yang kurang mendukung,
seperti: lemahnya pengendalian diri dan emosi, melakukan kecurangan
tanpa merasa bersalah, kurangnya contoh keteladanan, menggandrungi
cara-cara instan untuk mencapai sesuatu (mental menerabas), serta godaan
untuk berperilaku konsumtif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya
adalah kebiasaan memberikan upeti pada atasan atau memberikan hadiah
sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Semua
ini dapat menjadi penyebab terjadinya kontraproduktif dalam pencegahan
tindakan korupsi.

Untuk menghadapi itu semua, dunia pendidikan perlu melakukan aksi-
aksi nyata secara terus-menerus dan berkelanjutan yang dimulai sejak dini.
Aksi-aksi nyata tersebut antara lain dilakukan dengan melatih penguatan
kontrol diri agar setiap anak siap menjadikan dirinya sebagai teladan bagi
yang lain. Setiap peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku,
mengawasi, dan mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat dengan aksi
pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan lain yang mengarah pada
tindakan korupsi, misalnya mereka mampu menolak ketika diajak untuk
berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos, dan sebagainya.

Oleh karena itu, KPK menyambut baik penerbitan Bahan Ajar
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) untuk mahasiswa Politeknik
Kesehatan ini sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan
dalam perkuliahan. Semoga upaya partisipasi Kementerian Kesehatan dalam
pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan ini semakin mempercepat
impian kita untuk mewujudkan Indonesia Bersih yang Bebas dari Korupsi.

Salam Antikorupsi!

Pimpinan KPK



KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN

y. PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

Rahmat dan Karunia-Nyakami dapat menyelesaikan buku ajar Pendidikan
dan Budaya Antikorupsi (PBAK) ini.

Di Indonesia kejadian korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan
berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan sehingga perlu diberantas
secara serius. Selain itu, hal yang penting adalah pencegahan dini mengenai
korupsi baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan
korupsi yaitu dengan dibekali pengetahuan tentang korupsi dan
pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai
antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, dapat
terbentuk karakter antikorupsi pada dirinya dan diharapkan ketika mereka
menjadi Agents of Change di lingkungan sekitar, mereka tetap konsisten
menjaga nilai-nilai integritas.

Peranan Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi diuraikan dalam
bagian Prolog sebagai pengantar bagi Mahasiswa untuk membangkitkan
motivasi dan percaya diri sehingga dapat berperan sebagai Agent of Change
pemberantasan korupsi melalui pencegahan korupsi.

Pada Unit 1, 2, dan 3 diuraikan tentang korupsi mulai dari pengertian,
jenis-jenis, penyebab dan dampak masif korupsi. Materi ini sebagai dasar
pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengenali korupsi berikut bahayanya
bagi bangsa dan negara.

Sebagai upaya penyelamatan bangsa maka korupsi harus diberantas
melalui praktik pencegahan dan penindakan. Tentang hal ini dibahas dalam
Unit 4, secara khusus terkait dengan pencegahan pada Unit 5 dan 6, lalu
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penindakan korupsi pada Unit 7. Dengan demikian, unit-unit ini menjadi
dasar rencana aksi yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pemberantasan
korupsi, terutama yang terkait dengan pencegahan terutama pencapaian
nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi.

Dengan disusun dan diterbitkannya buku PBAK ini, diharapkan
dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan
mata kuliah PBAK di instusi pendidikan tenaga kesehatan, khususnya
dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Dengan menerapkan buku
ini, semoga dihasilkan lulusan yang memiliki karakter antikorupsi dan
dihasilkan tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kami menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tulus kepada
tim penyusun yang telah mencurahkan seluruh ide dan kreativitasnya sehingga
buku ini dapat terwujud. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dan mendampingi kami dalam penyusunan
buku ajar PBAK khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khusus kepada Pusdiklatnakes
kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas penyusunan dan penerbitan
buku ini.

Kami menerima kritik, masukan dan saran demi penyempurnaan buku

ajar PBAK ini dimasa yang akan datang.
Salam Sehat Tanpa Korupsi!

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga tinggi negara
telah menyatakan korupsi patut dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa
schingga memerlukan penanganan khusus dalam hal pencegahan serta
penindakannya. Sebagai sebuah gerakan yang terus didengungkan pada masa
kini bahwa pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya
yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara.

Ada hal yang menarik disampaikan Abraham Samad, Ketua KPK
bahwa korupsi kini telah berevolusi dan bermetamorfosis. Jika dahulu
korupsi dilakukan oleh orang-orang berusia di atas 40 tahun, kini korupsi
dilakukan orang-orang muda—inilah bukti evolusi dalam korupsi. Korupsi
juga bermetamorfosis dengan terlibatnya orang-orang berpendidikan tinggi
serta berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi. Kejahatan korupsi
semakin canggih, jauh melampaui cara-cara tradisional seperti pungutan liar
pada masa dulu.

Dari hal inilah KPK berpandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar
biasa yang perlu penanganan dengan metode yang luar biasa pula. Karena
itu, KPK telah menyusun road map pemberantasan korupsi. Dalam istilah
Abraham Samad, KPK tidak ingin sekadar menjadi “pemadam kebakaran”
dalam fungsi penindakan, tetapi juga hendak mencari penyebab atau akar
korupsi sehingga dapat dicarikan metode pemberantasannya, termasuk
pencegahannya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, muncullah pemikiran perlunya
pendidikan dan budaya antikorupsi (PBAK) dimasukkan ke dalam kurikulum
pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Di
perguruan tinggi, mahasiswa menjadi sasaran utama pendidikan ini, apalagi
jika memandang ciri korupsi kini yang disampaikan Ketua KPK bahwa
ada kecenderungan dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi. Artinya,
mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa perlu dibekali
pengetahuan implementasi budaya antikorupsi agar mereka pun kelak
berperan sebagai subjek yang mencegah, sekaligus memberantas korupsi.
Bukan sebaliknya, justru karena ilmunya dapat melakukan tindak pidana
korupsi secara lebih canggih.
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PBAK di Perguruan Tinggi

Sejak dulu gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan
perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini bahwa sosok mahasiswa adalah
mereka yang masih berjiwa bersih karena idealisme, semangat muda, dan
kemampuan intelektual yang tinggi. Dari pandangan ini kemudian mahasiswa
dianggap sebagai agen perubahan (agent of change) pada suatu masyarakat
atau bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan
mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan
kewenangan institusi penegak hukum, tetapi mahasiswa berperan aktif dalam
upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun
budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti, 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku indi-
vidu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku
koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen
bangsa.Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta,
dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya
korupsi di negeri ini (Dikti, 2011).

Upaya perbaikan perilaku manusia dalam rangka gerakan antikorupsi
antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung
terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kejujuran,
kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras,
kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat disesuaikan dengan
kebutuhan, sedangkan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa
adalah melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-
bentuk ekstrakurikuler lainnya.Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan
nyata dalam ranah pemberantasan korupsi.

Upaya untuk perbaikan sistem yang perlu dilakukan, antara lain
menyempurnakan peraturan perundang-undanganyangberlaku,memperbaiki
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tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja
antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, dan
pemanfaatan teknologi transparansi.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor
penggerak dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, lingkungan
kampus, serta lingkungan masyarakat sekitar dan di tingkat lokal/nasional.
Untuk keberhasilan gerakan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.
Di sinilah peran Pendidikan dan Budaya Antikorupsi dapat diterapkan serta

diwujudkan dalam pembelajaran dalam pembelajaran di perguruan tinggi.

Peran Pendidik dalam Pengajaran PBAK

Pendidik berperan penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran PBAK
di dalam kelas serta di luar kelas. Beberapa hal yang patut diperhatikan para
pendidik yaitu dosen atau pengajar PBAK adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum PBAK adalah sesuatu yang baru dalam konteks dunia
pendidikan Indonesia, bahkan konsep secara tertulis baru diterbitkan
Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 sehingga para dosen
perlu memahami secara mendalam materi PBAK dan juga mencermati
berbagai kasus korupsi di lingkungan pendidikan yang dapat dijadikan
contoh pada saat pembahasan pembelajaran.

2. Pengajar PBAK perlu menunjukkan contoh sikap antikorupsi dalam
kehidupan sehari-hari sehingga tidak bertentangan dengan pembelajaran
PBAK yang diampu.

3. Pengajar PBAK perlu mendorong implementasi pendidikan, penelitian,
dan pengabdian pada masyarakat secara berintegritas sebagai refleksi

positif dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Pengajar PBAK perlu mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-
kegiatan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat lebih luas, terutama
pemantauan pelayanan public sebagai tugas terkait PBAK.
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Menyelisik Peran Mahasiswa

Sejak dulu telah terbukti peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam
peristiwa-peristiwa besar, bermula dari Kebangkitan Nasional tahun 1908,
Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945,
lahirnya Orde Baru tahun 1966, hingga Orde Reformasi tahun 1998. Hal ini

menjadi bukti keampuhan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karak-
teristik yang dimiliki, yaitu intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang penuh
semangat,dan idealisme yang murni.Selain itu, peran ini sangat terkait dengan
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.Demikian pula dalam memandang persoalan bangsa ini,
terutama terkait korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan
antikorupsi.

Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye, yang
merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif
(KPK, t.t.). Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku
dan budaya antikorupsi antarsesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah
lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

Program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan, seperti pembuatan
bahan ajar pendidikan dan budaya antikorupsi, materi pendidikan dan budaya
antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dan pembentukan
pusat studi antikorupsi di kampus.Program kampanye dapat dilakukan
melalui media cetak, media elektronik, media daring (on/ine), perlombaan/

sayembara, termasuk modifikasi program kuliah kerja nyata (KKN).

Apa pun bakat mahasiswa dalam edukasi dan kampanye dapat dijadikan
pintu masuk untuk kampanye gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat
dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti
menyanyi, menciptakan lagu antikorupsi, seni drama, atau juga kemampuan
menulis.Selain itu, organisasi-organsasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), dan unit-unit kegiatan

dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi.
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Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalari
organisasi-organisasi mahasiswa sehingga hal ini pun harus dicegah sejak
dini ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di
antara mereka.

Adalah suatu hal menarik jika mahasiswa mulai peduli terhadap
pendidikan antikorupsi dan penegakan integritas ini. Beberapa kampus
telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler antikorupsi yang
digerakkan mahasiswa. Contohnya, Future Leader for Anti-Corruption
(FLAC) Indonesia. FLAC merupakan sebuah organisasi pemuda yang
berfokus pada pemberantasan korupsi dengan menciptakan generasi masa
depan yang berintegritas, berkarakter, dan bebas dari korupsi. Saat ini FLAC
lebih banyak melakukan kegiatan dalam bentuk mendongeng atau bercerita.
Karena itu, segmentasi pendidikannya masih untuk anak-anak.

Aktivitas mendongeng dilakukan FLAC dengan cara mendatangi
beberapa sekolah. Dari kegiatan mendongeng itu mereka mencoba membuat
modul. Modul itu biasa mereka sampaikan ketika mereka melakukan aktivitas
mendongeng. Apa yang disampaikan lebih ditekankan pada nilai-nilai. Ada
tiga nilai utama yang ingin mereka sampaikan, yaitu jujur, tanggung jawab,
dan mandiri.

Selain itu, ada juga KOMPAK. KOMPAK merupakan komunitas yang
memberi perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi
muda Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Paramadina. Integritas
yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan KOMPAK antara lain, diskusi
mengenai korupsi di sektor pertambangan, bekerja sama dengan Jaringan
Advokasi Tambang (JATAM). Selain itu, mereka mengadakan young voters

education, yakni mengedukasi para pemilih pemula untuk tidak golput.

Kegiatan lain yang dilaksanakan KOMPAK adalah Save Ujian Bersih,
yang biasanya berlangsung ketika masuk masa-masa ujian. Mereka melakukan
kampanye, membuat spanduk, membuat poster, dan mengadakan orasi yang
mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk tidak berbuat curangselama ujian
berlangsung.
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Pelibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi meliputi empat wilayah, yaitu
di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat
sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

1. Di Lingkungan Keluarga

Penanaman nilai-nilai atau internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri
mahasiswa dimulai dari lingkungan keluarga.Di dalam keluarga dapat
terlihat ketaatan tiap-tiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan
kewajibannya secara penuh tanggung jawab.Keluarga dalam hal ini harus
mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu
tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran.Sebaliknya, seringnya anggota
keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan
sampai mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi
jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga.

Kegiatan sehari-hari anggotakeluarga yang dapat diamati oleh mahasiswa,
contohnya
* menghargai kejujuran dalam kehidupan;

* penerapan nilai-nilai religius di lingkungan terdekat, termasuk dalam
aktivitas ibadah;

*  pemberian bantuan tanpa pamrih dan atas kesadaran sendiri;

*  berani mempertanggung jawabkan perilakunya;

* mempunyai komitmen tinggi termasuk mentaati aturan;

* berani mengatakan yang benar dan jujur.

Sebuah daftar cek dapat dibuat untuk mengidentifikasi tumbuhnya
integritas di dalam keluarga.

O Apakah orangtua memberikan teladan dalam bersikap? Contoh kecil
ketika seorang ayah melarang anaknya untuk merokok, tetapi sang ayah
sehari-hari malah menunjukkan aktivitas merokok.
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O Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, apakah anggota keluarga
selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk mematuhi marka jalan
dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

O Apakah kepala keluarga atau anggota keluarga lain terbuka dalam soal
penghasilannya yang diberikan untuk keluarga?

O Apakah keluarga menerapkan pola hidup sederhana atau tidak konsumtif

secara berlebihan dan disesuaikan dengan penghasilan?
O Apakah keluarga terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hukum?

O Apakah keluarga menjunjung tinggi kejujuran dalam berkomunikasi,
terutama bersedia mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak menimpakan
kesalahan kepada orang lain?

O Apakah selalu mengikuti kaidah umum seperti ikut dalam antrian tidak
ingin jalan pintas yang tidak sesuai aturan?

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus
dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk wilayah individu dan wilayah
kelompok mahasiswa. Dalam wilayah individu seyogianya mahasiswa
menyadari perilakunya agar tidak terjerembab pada praktik yang menyuburkan
benih-benih korupsi. Contohnya, menitipkan presensi kehadiran kepada
teman untuk mengelabuhi dosen. Dalam wilayah kelompok, mahasiswa
dapat saling mengingatkan apa yang terjadi di sekelilingnya terkait perilaku
yang menjurus korup.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa di

lingkungan kampus.

a. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi

Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. Kampus juga
menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku
korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus
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dimulai dari kesadaran seluruh civitas academica kampus serta ditegakkannya
aturan-aturan yang tegas. Kampus dapat disebut sebagai miniatur sebuah
negara.

Kampus juga harus menciptakan budaya transparansi, baik itu di
lingkungan pejabat kampus maupun pengelola kampus secara keseluruhan.
Para dosen juga harus menunjukkan teladan dalam bersikap penuh
integritas.

Sebuah kampus yang mencanangkan diri bersih dari tindakan menyontek dan plagiat.
(Sumber: maswasis.wordpress.com)

Hal yang sudah umum adalah munculnya praktik plagiat atau pembajakan
karya orang lain, baik dengan jalan fotokopi, copy paste, atau mengganti
beberapa bagian yang seolah menjadi karya cipta si plagiator. Perilaku yang
tampak biasa ini bisa menjadi bibit-bibit perilaku korup. Para mahasiswa dan
para dosen patut berhati-hati karena masalah ini juga sudah masuk ranah
pidana dan bisa menghancurkan karier akademis seseorang.
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b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang
bahaya melakukan korupsi

Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi
kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus
sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain
itu, mahasiswa juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif
yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan
sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi,
meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan
keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Pada subbab sebelumnya dijelaskan bagaimana sebuah unit kegiatan
mahasiswa bernama FLAC dan KOMPAK melakukan berbagai kegiatan
pendidikan antikorupsi. FLAC mengarahkan pendidikannya kepada anak-
anak dengan cara mendongeng dan KOMPAK mengarahkan pendidikannya
kepada remaja yang dalam kaitan Pemilu 2014 melakukan pendidikan politik
agar mereka tidak golput dan bisa memilih wakil rakyat yang bersih.

Buku-buku cerita anak yang bermuatan pendidikan antikorupsi terbitan KPK dapat digunakan sebagai alat bantu
pendidikan di masyarakat. (Sumber: sulutdaily.com)
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¢. Membuat kajian akademis

Sebagai ciri intelektualitas mahasiswa yang juga berperan kelak dalam
memajukan bangsa dan negara, mahasiswa dapat melakukan kajian-kajian
akademis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya menciptakan
clean and good governance. Mahasiswa dapat memberikan opininya secara
cerdas lewat karya tulis di media kampus ataupun media massa secara umum
ataupun menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk seminar atau diskusi
terbuka tentang suatu persoalan yang berdampak besar. Hasil seminar atau
diskusi juga dapat diterbitkan secara tertulis.

Hal ini juga termasuk isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Mahasiswa
dapat bermitra dengan KPK ataupun lembaga antikorupsi lainnya untuk
menyelenggarakan kegiatan seminar dan diskusi terkait pemberantasan
korupsi. Khusus untuk lingkungan pendidikan tinggi kesehatan, mahasiswa
juga dapat menyelenggarakan kegiatan diskusi bagaimana mengantisipasi
tindakan korupsi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Di Masyarakat Sekitar

Mahasiswa dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-
nilai antikorupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai
pengamat di lingkungannya, mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam strategi
perbaikan sistem yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap
layanan publik, seperti berikut.

a. Bagaimana proses pelayanan pembuatan KTP, SIM, KK, laporan
kehilangan? Pastikan Anda mencatat lama waktu pelayanan, biaya
pelayanan, dan kemudahan pelayanan.

b. Bagaimana dengan kondisi fasilitas umum seperti angkutan kota? Apakah
semua fungsi kendaraan berjalan dengan baik?Apakah sopir mematuhi
aturan lalu lintas?

c. Bagaimanadengan pelayanan publik untuk masyarakat miskin, contohnya
kesehatan? Apakah masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang
layak dan ramah.Apakah mereka dikenakan biaya atau digratiskan?
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